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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai bea masuk ditanggung
pemerintah atas impor barang dan bahan wuntuk
memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan
umum dan peningkatan daya saing industri sektor
tertentu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea  Masuk
Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan
untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna
Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing
Industri Sektor Tertentu;

bahwa dalam rangka menyelaraskan ketentuan mengenai
bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang
dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa
guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing
industri sektor tertentu dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang

PusatLogistik Berikat, perlu melakukan penyesuaian
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Mengingat

Menetapkan

terhadap  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk
Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan
Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor
Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014
tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor
Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau
Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya

Saing Industri Sektor Tertentu;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014
tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang
dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna
Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri
Sektor Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1979);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
248/PMK.011/2014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan wuntuk
Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan

Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1979)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni

angka 6 dan angka 7, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya
disebut BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang
yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana
yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Perubahan.

Industri Sektor Tertentu adalah industri yang layak
untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan
pengembangan industri nasional.

Pembina Sektor Industri adalah menteri/pimpinan
lembaga yang membina Industri Sektor Tertentu.
Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang
setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku
cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau
dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau
jasa.

Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya
disebut KPA BM DTP adalah pejabat pada
kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan
anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung
pemerintah.

Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat
untuk menimbun barang impor, dapat disertai
1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/
pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan

(kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas
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barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu
untuk dikeluarkan kembali.

7. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat
PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk
menimbun barang asal luar daerah pabean
dan/atau barang yang berasal dari tempat lain
dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau
lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu

tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Ketentuan ayat (3) dan ayat (7) Pasal 2 diubah, dan di
antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (6a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) BM DTP dapat diberikan kepada Industri Sektor
Tertentu.

(2) Pemberian BM DTP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan kriteria penilaian:

a. memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa
untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh
masyarakat luas, dan/atau  melindungi
kepentingan konsumen;

b. meningkatkan daya saing;

c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan

d. meningkatkan pendapatan negara.

(3) Penentuan bobot masing-masing kriteria penilaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014
tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas
Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi
Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum
dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor
Tertentu.

(4) Masing-masing kriteria penilaian untuk Industri

Sektor Tertentu sebagaimana dimaksud pada



(9)

(6)

(62)
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ayat (2) diberikan dengan nilai antara 10 (sepuluh)

sampai dengan 100 (seratus) dan total nilai Industri

Sektor Tertentu yang dapat diberikan BM DTP paling

sedikit 50 (lima puluh).

BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Barang dan Bahan belum diproduksi di dalam
negeri;

b. Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam
negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang
dibutuhkan; atau

c. Barang dan Bahan sudah diproduksi di dalam
negeri namun jumlahnya belum mencukupi
kebutuhan industri, sesuai dengan
rekomendasi  kementerian negara/lembaga
terkait.

Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) bukan merupakan:

a. Barang dan Bahan yang dikenakan
pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol
persen);

b. Barang dan Bahan yang dikenakan
pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol
persen) berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional;

c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk
Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping
Sementara, Bea Masuk Tindakan
Pengamanan/Bea Masuk Tindakan
Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan,
atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan; atau

d. Barang dan Bahan yang ditujukan untuk
ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf b tidak berlaku atas impor Barang dan Bahan

oleh industri sektor tertentu yang ditetapkan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan



